
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 

NOMOR 7s TAKUN 1996 

TENTANQ . 
KETENTUAN POKOK PERJANJIAN I U R Y A  PENGUSAHAAN 

PERTAMBANGAN BP,TUBARA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

Menimbang : a. bahwa untuk n~crnpcrccpat proses pertbangunan prtambangan 

batubara dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional 

sertn kebijaksanaan ekspor non, migas, kegifitan pengembangan dan 

pemanfaatan sumberdsya balub~vs perlu semakin ditingkatkan; 

b,  bahwa dengan scrnnkin be rhrangnya  pcranan Pemerintah dalam 

pengusahaan perlambangan ba:ubara, dipandang perlu meningkat- 

kan peran serla pihak swasta sebagai kontraktor Pemerintah d d a m  

pcngljsahaan pertambangan batubara; 

c, bahwa sehubungan dengan hal-11al tersebut di atas, dipandang perlu 

rneninjau kembali ketentun" dalam Keputusan Presiden Nomor 21 

Tahun 1993 tentang K e t e n t ~ ~ a n  Pokok Perjanjian Kerjasarna 

Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemsahaan Perseroan 

(PERSERO) PT. Tambang Balubara Bukit Asam dan Perusnhaan 

Kon!raktor, dan rnenctapkan ICetenluan Pokok Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambnngan B e t ~ b a r a  dengan Kcputusan Presiden; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undnng-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing (Lenbarnn Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Nolnor 2818) scbagaimana telah dubah dengan . 

Undang- . .. 
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Undang-undeng Nomor 11 TaRun 1970 (Lcmbaran Negara Tahun 

1970 Nomor 46, Tambahan L ~ m b a r a n  Negara Nomor 2943); 

3 .  Undang-undang Nornor 11 T~lhun  1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan (Lcmb:lran Ncgara Trahun 1967 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Ncgara .Nomot 283 1); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tr.hun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalarn Negeri (Lernbaran N e g m  Tahun 1968 Nornor 35, 

Tarnbahan k r n b a r a n  Negara Nomor 2853) sebagairnana telah 

diubah dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 1970 (Ltrnbaran 

Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Ltmbaran Negara Nomor 

2944); 

5. Undang-undang Notnor 6 Tahun 1983 tentang Kctcntuan Umum dan 

T ~ t a  Cara Perpajakan (Lembe.ran Negara Tahun 1983 Nomor 49, 

Tantbahan Lembaran Negara Nornor 3262) sebagain~ana telah 

diubah dengan Undang-undan,? Nornor 9 Tahun 1994 (Ltrnbaran 

Negxra Tahun 1994 Nomor 59, Tarnbahan Lcrnbarar. Negara Nomor 

3566);  

6. Undang-undang Nomor 7 T a f u n  1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lernbaran Negarn Tahun 1983 Nornor 50, Tambahan Ltrnbaran 

Negara Nomor 3243) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dcngan Undang-undanl! Nomor 20 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lcmbaran Ncgara 

Nomor 3507); 

7 .  Undang-undang Namor 8 T a h t ~ n  1983 tentang Pajak Pertarnbahan 

Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Pcnjualan Alas Barang Mewah 

(Lembsrzn N e g ~ r n  Tahun 1983 Nornor 51, Tambahan Lernbaran 

\ Negara ... 



Iqegara Nomor 3264) scbagaimana telah diubah dengan Undang- 

u n d ~ n g  Nomor 11 Tshun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 

Nomor 61, Tambahan L ~ m b a r a n  Negara Nomor 3568); 

8. Undzng-undang Nomor 12 'rahun 1985 tcntang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Ncgara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12  Tahun 1994 (Lembarar! Negara Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan L:mbaran Negara Nomor 3569); 

9 .  Undang-undang Namor 13 Tahun 1985 ten'tang Bea Materai 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3 3  16); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peldxsanaan 

Undang-undang Nomor 11 T a l ~ u n  1967 tentang Ketcntuan-kctenluan 

Pokok Pertambangsn (hmba::an Negara Tahun 1969 Nornor 60, 

Tambahan Lcmbarnn Negara Nomor 2916) sebagaimana telah 

diubnh dengan Peraluran Pcmerintah Nomor 79 Tahun 1992 

(Lembaran Negnra Tnhun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3510); 

11. Peraturan Pemerinlah Nomor 1 Tahlsn 1982 tentang Pelaksanaan 

Ekspor Impor dan Lalu Linlils DeviSa (Len~baran Negara Tahun 

1982 N o ~ n o r  1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan 

Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka 

Fenarmman Modal Asing ( h m t l e m n  Negara Tahun 1994 Nomor 28, 

Tambahan k m b a r a n  Negnra Nomor 3552); 



13: Keputusan Presiden Nornor 96 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Penanarnan Modal; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapk~n : XEPUTUSAN PRESIDEN TBNTANG KETENTUAN POKOK 

PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 

BATUBARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Keputusnn Prcsiden ini, yrmg dimaksud dengan Perjanjian adalah 

Perjanjian Karya sntara Pcmcl.in~ah dan perusahaan Kontraktor Swasta 

untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan gdian batubara. 

BAB 11 

KETENTUAN POKQK FIEFUANJIAN 

Pasal 2 

(1) Perasahaan Kontraktor Swaslil bertanggung jawab atas pengelolaan 

pengusahaan perlambangnn batubara yang dilaksanakan berdnsarkan 

Pcrjanjinn. 

(2) Perusallaan Kontraktor Swa::ta menanggung semua resiko dan 

semua biaya Serdasarkan Perjanjian dalam rnelaksanakan peng- 

usahaan pertarnbangan batubara. 

(3) Untuk melaksanakan pengusahnan pertambangan batubara, 

perusahaan Kontraktor Swasle. wajib rnenyarnpaikan rencana kerja 

dzn rencana anggtiran bclanja tahunan kcpada Pernerintah. 

Pasal 3 ... 



Pasal 3 

(1) Perusahaan Kontraktor S w a s h  wnjib mcnyerahkan sebtsar 13,50% 

(tiga belas d m  l ims  p u l ~ h  perseratus pcrscn) hasil p r o d u h i  

bztubaranya kcpada Pcrnerintah sccara tunai atas harga pada saat 

bcrada di atas kapd (Free on Board) alau pada harga zetempat (at 

sale point). 

(2) Dalam ha1 pengusahaan pert~lrnbangan dildcukan dengan cara bawah 

tanah dan atau batubara yane diproduksi ternyata btrrnutu rendah, 

besarnya hasil produksi balubara yang hams discrahkan kepada 

Pemerintah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat 

dipertimbangkan kembali be~rdnsarkan hasil kajian yang diajukan 

oleh perusahaan Kontrnktor Swasta. 

(3) Hasil produksi batubara sebagaimana d i m a h u d  pada ayat (1) ata~i  

ayat ( 2 ) ,  digunakan uctuk : 

a ,  pembiayaan pengernhangan batubara; 

b. inventarisasi sumbcr daya batubara; 

c. biaya pengawnsan pengelolam lingkungan dan keselamatan kerja 

pertarnbangan; 

d. pernbayaran Iuran Eksploe.ssi dan Iuran Ehploi tas i  (royalty) dan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

(4) Pengelolaan dan tala cnra pen,$gunaan dana hasil prcdulrsi batubara 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) humf a,  huruf b, dan huruf c 

ditetapkan 01th Menteri Keuangan berdasarkan usul dan 

pertirnbangan MeRteri Pcrtsmbangan dan Energi, sedangkan dana 

hasil produksi batubara seb.lgaimana dirnaksud pada ayat (3) 

huruf d langsung disetorkan kc Ku Negara. 

Pasal 4 . .. 
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Pasal 4 

(1) Pen~sahaan Kontraktor Swasta w.sjib membayar : 

a. Pajak kepada Pcmerintah se:~uai dengan peraturan pcrundang- 

undangan perpajakan yang berlaku pada saat Pejanjian 

ditandatangani; 

b. Pungutan-pungutan decrah yang tclah mcndepatkan pengesahan 

oleh Pemerinlah Pusa!; 

c, Biaya administrasi umum u n t ~ ~ k  scsuatu fasilitas atau p layanan  

yang diberikan oleh Pemerintah. 

(2) Perusahaan Konlraktor Swastn sedap tahun wajib rncrnbayar Iuran 

Tetap (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja 

pengusahaan pertambnngan bittubara sesuai dengan peraturan 

perundsng-undangnn yang b e r l a k ~  . 

Pasal 5 

(1) Barang modal dnn bahan yang dlimpor perusahaan Kontraktor 

Swasia dalam rangka Perjanjian dibebaskan dari Bea Masuk, 

pungutan impor, dan Bea Balik Nama sehubungan dengan 

pemilikan barang-barang tersel~ut., sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Perusahaan Kontraklor Swasta st:tiap tahun wajib menyampaikan 

daftar rencana kebutuhan barang modal dan bahan yang diirnpor 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  kepada Pemerintah untuk 

mendapatkan perselujuan. 

BAB 111 ... 
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BAB III 

PENYERTAAN DAN PENGEMBANGAN 

KEPENTINGAN NASIONAI, 

Pasal 6 

(1) Penanam modal yang bertitltlak sclaku perusahaan Kontraktor 

Swasta wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, 

bericedudukan di Indonesia dan scmata-mata berusaha dalarn bidang 

pengusahaan pertarnbangan batt~bara. 

(2) Dalarn hal perusahaan K o n t d d o r  Swasta m e r u p h  perusahaan 

penanaman mcdd asing yang scluruh mcxlalnya dirniliki warga ncgara 

dan/afau badan hukum s i n g ,  pcmsahaan Kontraktor Swasta tersebut 

rnenjual sebagian sahamnya kcpada warga negara dadatau badan 

hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ynng 

berlaku. 

Pasal 7 

Dalarn rnelaksanakan usahanya, pc~usahaan Kontraklor Swasta wajib 

n~engutamakan penggunaan hasil p r a j u h i  dan jasa dalam ncgcd, lcnaga 

kerja Indonesia dan rnemperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam 

pengembangan daerzh dan perlindun1;an lingkungan. 

BAB I V  

KETENTUAN LAIN 

Pasal 8 

Menteri Pertambangan dnn Encrgi 11ntuk dan atas narna Pemerintah 

menandatangani Perjanjian sespsi Kcputusan Presiden ini dan 

melakukan Fengawasan atas gelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan. 

\ BAB V ... 



BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

(1)  Perjanjian Kcrjasans Pengusahaan Pertambangan Batubara yang 

tclah diiandatangani scbclurn berlakunya Kcputusan Presiden ini 

t e h p  berlaku stsuai janl;ka waktu dalam Perjanjian yang 

bersangkutan. 

(2) Segala hak dan kcwajiban Perusahaan Perseroan (FERSERO) PT. 

Tanlbang Batubara Bukit h a m  bcrdasarkan Perjanjian Kerjasama 

sebagaimana dimaksud pada .kyat (I) ,  beralih kcpada Pcmcrintah. 

Pasal I0 

Bagian produksi batubara yang tr:lah diserahkan perusahaan Kontraktor 

Swasta kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tnmbang 

Batubara Bukit Asam tetapi bclum disctorkan kcpada Pemerintah, 

diselesaikan dalam jangka wsktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal berlakuny:~ Keputusan Presiden ir.i. 

Pasal 11 

Menteri Pertambangan dnn Energi mcngambil langkah-langkah yang 

diperlukan bagi pelaksanaan pengalihan hak dan kcwajiban scbagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (2) (Jan perlyelesaian bagian produksi yang 

belum disetorkan Perusahaan Perseroan (PEXSERO) PT. Tambang 

Batubara Bukit Asam sebngairnann dirnaksud dalam Fasa! 10. 

BAB VI ... 
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BAB VI 

KETENTUAN P.ENUTl.JP 

Pasal 12 

Ketentuan !ebih lanjut  yang diperlukan bngi pelaksanaan Kcputusan 

Presiden ini diatur oleh : 

a. Menteri Pcrtembangan dan Energi, sepanjang mengenai pelaksa- 

naan teknis pertambangan dan tab cara permohonan (aplikasi) 

perusahaan Kontraktor Swasta; 

b.  Menteri Keuangan, sepan-iang mengcnni pelaksanaan teknis 

perpajakan; 

c. Menteri Negara Penggcrak Bsna InvestasiiKctua Badan Koordinasi 

Penanaman Modal, sepanjang mengenai pelak~anaan teknis 

penanaman modal. 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Keputusan Presidcn ini, Keputusan Presiden 

Nomor 21 Tahun 1993 tentang Kctentuan Pokok Perjanjian Kerjasama 

Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan 

(PERSERC) PT. Tatnbang Batubara BuEt A s a n  dar. Perusahaan 

Kontraktor dan peraturan pelaksar~aannya Yang bertentangan dengan 

Keputusan Presiden ini, dinyatakan eidak berlaku. 

Pasal 14 ... 



Pasd 14 

Kepulusan Presidcn ini mulai berlaku pada tanggal ditelaphn.  

i3itctapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 September I996 

I'RESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

S O E H A R T O  

Salinan sesuai dcngan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Hukum 

dan,Perundang-undangan 

Lambock V. Nahattands, S.H. 
- 


